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Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Alhamdulillahirrabbil ‘alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas karunia dan ridlo-Nya, kegiatan “Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum”
telah dapat diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2012 dengan baik dan lancar berkat
kerja sama yang baik pula antara Mahkamah Konstitusi dengan Epistema Institute. Atas
dasar itulah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Epistema Institute atas kerja keras dan kerja samanya. Mudah-mudahan, kerja sama
tersebut dapat dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan lain di masa-masa yang akan datang.

Pertanyaan kritis yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Konferensi
dan Dialog Nasional Negara Hukum ini ialah “Negara Hukum, Kemana Akan Melangkah?”
Dari pertanyaan tersebut tersirat kegalauan akademik yang demikian massif setelah
mendapati sinyal penanda bahwa implementasi Negara Hukum Indonesia tengah
menunjukkan gejala yang menurut penalaran ilmiah-akademik tertentu telah menginjak
ambang batas mengkhawatirkan. Di berbagai telaah ilimiah, banyak ditemukan adanya
inkoherensi dalam berbagai bentuk antara konsep Negara Hukum Indonesia dengan hukum
in concreto. Inkoherensi itu semakin menegaskan bahwa konsepsi Negara Hukum hanya
mudah diniatkan dan dituliskan di dalam kertas-kertas aturan formal akan tetapi sangat
sulit dilaksanakan di level in concreto. Bahkan, inkoherensi itu pula yang ditengarai
mengarahkan Negara Hukum Indonesia pelan-pelan kehilangan cita rasa keindonesiaannya,
karena wataknya yang cenderung semakin liberal-eksploitatif. Dari pertanyaan itu pula, ada
warning agar kita segera mengambil langkah, terutama untuk men-drive kembali
implementasi Negara Hukum Indonesia agar kembali ke jalur dan arah yang semestinya
sesuai dengan kehendak dan cita-cita kita bersama.

Meskipun selama ini dipahami bahwa secara konsepsional, Negara Hukum telah
selesai, dalam arti telah final menjadi pilihan karena telah dituangkan dalam UUD 1945,
akan tetapi elaborasi komprehensif dan runtut konspesi Negara Hukum Indonesia, baik pada
aspek historis, formalis, prosedural, maupun substantif, justru menjadi sangat penting dan
strategis dilakukan. Elaborasi tersebut dilakukan bukan dalam rangka menggugat konsepsi
Negara Hukum Indonesia yang telah final itu, melainkan untuk menjaga koherensi secara
prinsipil antara gagasan ideal dengan implementasinya di tataran konkrit. Dalam elaborasi
tersebut, sangat mungkin muncul pemikiran yang beragam karena berangkat dari basis
analisis dan optik yang berlainan. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pemikiran yang saling
bertolakan secara diametral. Namun demikian, ketidakseragaman pemikiran tersebut justru
sangat baik sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pemikiran yang beragam itu akan saling
melengkapi dan sangat berkontribusi melancarkan pekerjaan besar bangsa ini untuk
mengawal dan memastikan Negara Hukum Indonesia diimplementasikan untuk sebesar-
besarnya kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kiranya, pemikiran-pemikiran
itulah yang menjadi ‘daging’ substansi dari prosiding ini. Untuk itu, saya menyambut baik
dan gembira diterbitkannya prosiding ini, terutama karena pemikiran-pemikiran yang
dimuat dalam prosiding ini akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara lebih luas.
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Prosiding ini berisi rangkuman materi dan makalah yang disampaikan oleh para
pembicara dalam kegiatan Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum. Dengan
demikian, melalui prosiding ini kita mendapatkan asupan pengetahuan dari banyak sudut
pandang mengenai Negara Hukum Indonesia, baik itu berupa kritik maupun gagasan yang
patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Di dalam prosiding ini, kita disuguhi pula secara
lengkap rangkaian dinamika yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Konferensi dan Dialog
Nasional tersebut. Secara sistematik dan utuh, seluruh materi produk pemikiran elaboratif
para Pembicara dimuat dalam prosiding ini, lengkap dengan respon balik serta isu
substansial yang muncul dari diskusi-diskusi pendalaman di masing-masing panel
pembahasan sub tema.

Saya berharap prosiding ini semakin memperkaya perbendaharaan ilmu Kkita,
terutama mengenai kritik dan wacana penegakan Negara Hukum Indonesia. Dan yang paling
diharapkan, prosiding ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi pembaca untuk
berkontribusi secara lebih aktif dalam menguatkan dan mengawal tegaknya Negara Hukum
Indonesia, sesuai dengan bidang pekerjaan, tugas, dan profesi masing-masing. Selamat
membaca.

Jakarta, 15 Maret 2013

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Rl,

Janedjri M. Gaffar
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Konferensi dan Dialog Nasional bertajuk “Negara Hukum Indonesia: Ke mana akan
melangkah?” diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2012 untuk memperingati satu
dasawarsa amandemen UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 UUD hasil perubahan ketiga menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bagaimana kita memaknai konsep dan praktik
negara hukum dalam situasi sosial, ekonomi dan politik yang tengah berubah ini merupakan
tujuan utama dari penyelenggaraan Konferensi dan Dialog ini.

Bagi sebagian orang, Negara Hukum merupakan tujuan paripurna bernegara.
Sebagian yang lain --karena pengalaman dan pengamatan pada praktik-praktik
penyelewengan hukum yang ada-- menunjukkan sikap skeptik terhadap Negara Hukum.
Kelompok selebihnya memilih posisi menjadikan Negara Hukum sebagai proyek bernegara
yang belum selesai.

Apapun pandangan terhadap negara hukum, kami memahaminya sebagai hal yang
absah untuk terus diperbincangkan. Konferensi ini telah menjadi wadah bagi semua pihak
dengan segenap kejernihan pandangan dan kebijaksanaan sikapnya mendiskusikan,
memperdebatkan bagaimana negara ini perlu membangun Negara Hukum-nya. Bagaimana
konsep Negara Hukum Indonesia itu dipahami dan dijalankan di atas sejumlah agenda
persoalan hukum yang belum terselesaikan?

Kami mengidentifikasi sebagian dari persoalan berhukum kita terkait dengan
pelbagai masalah hak asasi manusia, pendidikan tinggi hukum, mekanisme check and
balances, legislasi dan legisprudensi, perlindungan konstitusional hak-hak masyarakat
adat/lokal. Di samping itu, kita masih perlu mencurahkan pikiran untuk memecahkan
sejumlah masalah dalam penegakan hukum lingkungan, kebebasan pers, peradilan bagi
kaum miskin dan marjinal serta upaya dan gagasan revitalisasi peradilan adat. Pada tataran
yang lain, perdebatan yang berbasis pada pertanyaan seberapa mampu kita menjadikan
Pancasila sebagai basis nilai membangun arsitektur Negara Hukum bagi Indonesia juga
menjadi agenda penting.

Para peserta Konferensi ini membahas seluruh tema di atas di dalam sepuluh panel.
Sebuah diskusi publik mengangkat tema terkait akses terhadap keadilan melengkapi forum
pertukaran gagasan ini. Pada puncaknya, hasil Konferensi didiskusikan dengan sejumlah
pimpinan lembaga negara dan pemerintahan dalam Dialog Nasional Negara Hukum. Hadir
dalam dialog itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wakil Kepala Kepolisian
R.l dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Membangun dan menegakkan negara hukum adalah tugas kolektif seluruh elemen
bangsa yang perlu terus diupayakan. Atas dasar inilah Konferensi dan Dialog Nasional ini
diselenggarakan bersama-sama oleh Mahkamah Konstitusi, Epistema Institute, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Bappenas, sejumlah perguruan tinggi: Universitas Airlangga,
Universitas Andalas dan Universitas Presiden, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat:
Perkumpulan HuMa, ELSAM, KRHN, PSHK, ICEL dan ILRC. Kegiatan ini mendapat dukungan
dari The Ford Foundation Jakarta, Proyek Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)
UNDP, dan Yayasan Tifa. Atas nama Epistema Institute saya mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan lembaga dan organisasi tersebut. Kerja sama ini
membuktikan adanya kesadaran bersama untuk membangun hukum Indonesia dengan
kolaborasi yang produktif dan komunikasi yang konstruktif.
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Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan dengan segenap kerendahan hati
kepada seluruh peserta Konferensi dan Dialog, para narasumber, para koordinator panel,
panitia dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.

Terima kasih.

Salam keadilan,

—
Myrna A. Safitri, Ph.D
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